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Pembimbing | : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
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Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak, dan Putusan

Dalam semua kasus, untuk putusan hak asuh harus didasarkan pada bukti-bukti
yang kuat dan konsisten yang menunjukkan bahwa kepentingan dan
kesejahteraan anak-anak akan terancam. Proses ini haruslah dilakukan dengan
kebijaksanaan dan keadilan, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak
sebagai prioritas utama. Perkara hak asuh anak (hadhanah) di Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh yaitu Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dimana
hak asuh anak jatuh kepada si-ayah dan berbeda dengan Putusan Nomor
421/Pdt.G/2023/MS-Bna dimana hak asuh anak jatuh ke si-ibu mengenai
penetapan hak asuh anak. Berdasarkan putusan tersebut akan menganalisis
putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut terkait hak
asuh anak. Peneliti ini mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam
penetapan hak asuh anak putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Putusan
Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna. Kedua, bagaimana analisis perlindungan
terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Dari
hasil penelitian didapati bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh
anak putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Putusan Nomor
421/Pdt.G/2023/MS-Bna tentang hak asuh anak tidak semata-mata
menyandarkan pada bunyi teks dari peraturan Perundang-Undangan semata, tapi
lebih dalam lagi hakim harus mampu menggali dan menemukan filosofi Pasal
tentang hak asuh anak yaitu adanya jaminan kepentingan dan kemaslahatan anak
yang harus diutamakan. Analisis Perlindungan terhadap anak pada Putusan
Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI tersebut, dikhawatirkan anak
yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk
bagi anak yang berada dalam asuhannya. Sesuai Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan perkara ini pemegang
hak hadanah yaitu orang tua dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu
untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh
yang tidak baik bagi anak dan urusan rumah tangga sering tak terurus.
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tugas akhir skripsi ini dengan baik.

. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang telah mengizinkan Penulis
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Penulis bisa menyelesaikan Pendidikan S1 ini hingga memperoleh gelar
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Mereka adalah orang tua terbaik dan terhebat yang selalu mendampingi
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
Tidak Te dengan titik
| b
1 dilambangkan g ! di bawahnya
2 o B Be 17 b . Zet_ dengan titik
di bawahnya
. Te ] Koma terbalik
3] = T W e (di atas)
. - Es dengan titik : Ge
4 2 & di atasnya = < gh
5 |z ] dg 20 | o F 9
Hadengan titik ! Ki
| < h dibawahnya | 21| ¢ | ©
7 5 Kh Ka dan ha 29 | K Ka
8 | > D e g8 | Ned L El
9 3 7 Zet (_jengan titik 4 ; M Em
di atasnya
10| R R 25 | o N En
. z B 2% | W e
12 | s = )y P H Y
13 & Sy Es dan ye 28 | , Apostrof
Es dengan titik Ye
14 % 3 di bawahnya A f Y
; De dengan titik
15 l 4 di bawahnya
2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:




Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
; Kasrah |
: Dammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ b Fathah dan ya Al
y 4 Fathah dan wau Au
Contoh:
S = kaifa,
Js» = haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
/i Fathkah dan alif atau ya A
@ Kasrah dan ya I
3 Dammah dan wau U
Contoh:
J6 = qala
g‘?j = rama
& =gqila

jyv = yaqilu
4. Ta Marbutah (8)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
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a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah ( 3) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

53Ul : raudah al-agfal/ raudatulagfal

2ua0554) al-Madinah al-Munawwarah/
al-MadinatulMunawwarah
=l N Talhah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

&) — rabbana

J% — nazala
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J') namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.
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1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti
huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah
dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

=3 _ar-rajulu
“‘*” - as-sayyidatu
L2l - asy-syamsu
(iffdi - al-galamu
ol - al-badr ‘u
k;/.
J}kll - al-jalalu
7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.
Contoh:
<33 an-nau’
‘1;-* syai’'un
ol inna
i umirtu
5‘; akala
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8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:

EVREN

eI SR S A

- Wa inna Allah lahuwa khair ar-rdzigin
- Wa innalldha lahuwa khairurrazigin

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

. 7 illa ¢, g
Wa ma Muhammadun illa rasul By 3;5\;»}
-Inna awwala naitin wud’i’a linnasi JW’CQE_;:J;NO\
-Lallazi bibakkata mubarakkan {)u@ &l

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur anu Sp‘ij‘i%;!;‘gséj@«;jﬁ
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
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10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan
kebahagian dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan
jalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal bedasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping itu perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu yang
terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka diantara tujuan dari
perkawinan seperti yang ada pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
Sedangkan menurut fikih, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui akad nikah (ijab gabul)
dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah,
warahmah.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah
Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan
mendirikan rumah tangga yang yang damai dan teratur. Hal ini senada dengan
firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Glls 13 SR 855 1Sy ghes ) e gl 2K 13 oS0 le Tl g
5385 a3 N

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”.



Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang amat
penting, diketahui dari banyaknya ayat dalam Al-qur'an maupun Hadis dan
penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan hukum perkawinan mengatur tata cara
kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan
kedudukan manusia sebagai mahluk yang berkehormatan melebihi makhluk-
makhluk lainnya.t

Perceraian dalam istilah fikih disebut “thalag atau furgah”, adapun arti
dari pada thalaq adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan
furgah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu
dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara
suami istri. Istilah thalaq dalam fikih mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan
arti khusus thalag menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian
baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian
yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah
seorang dari suami atau istri. Sedangkan thalag menurut arti yang khusus ialah
perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja karena salah satu bentuk dari
perceraian antara suami-istri itu ada yang disebabkan oleh thalag, maka untuk
selanjutnya istilah thalaq di sini dimaksudkan sebagai thalaq dalam arti khusus.?

Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah
diupayakan perdamaian. Thalag memang dibenarkan dalam Agama Islam, tetapi
perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Sebagaimana Sabda
Rasulullah SAW :

[
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!Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Ull press, 1999),
cetakan ke 9, him. 1.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”,
(Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), cet-1, him. 33.



Artinya : Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang paling dimurkai
Allah adalah perceraian” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).?

Juga dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 39 ayat 2 “bahwa untuk melakukan perceraian harus ada
cukup alasan yaitu antara suami istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun
sebagai suami istri”.*

Dalam pelaksanaan pernikahan, jika seorang laki-laki dan perempuan
telah sah dan baik secara agama maupun negara, menjadi suami istri serta
setelah memenuhi syarat dan rukunnya dan tercatat di Kantor Urusan Agama
(KUA) secara administartif, melalui buku akta nikah, maka suami diwajibkan
menjalankan hak dan kewajiban sebagaiman mestinya, begitu juga istri
mengetahui akan hak dan kewajibannya.®

Di dalam hukum Islam tidak ada aturan yang khusus mengatur
kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Namun ada istilah khusus
yang mengatur tentang pengasuhan anak yaitu dalam istilah fikih, bisa disebut

hadhanah. Hadhanah berasal dari kata “hiddan”, artinya lambung. Seperti kata

aay j;LLH ‘2> burung itu mengapit telurnya.® Begitu juga seorang lbu yang

mengapit (memeluk) anaknya.

Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah, yaitu melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan,
atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah darinya

menyediakan sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani,

3Abi Sunan Sulaiman, “Sunan Abi Dawud”, (Beirut: Daar lbnu Khazm, t.t), jilid I,
him. 225.

4Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5Sidi Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Yang Sakinah,
(Bandung: Pedoman limu Jaya, 2002), cetakan ke 1, him. 37.

®Mustika Putri, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama
KotaBumi (Putusan Nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Ktbm), 1Al Darussalam Martapura, 2022.



rohani dan akalnya agar mampu mandiri sendiri menghadapi hidup dan
tanggung jawabnya.’

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik,
maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum mumayyiz
atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai
menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainnya “mengasuh anak-
anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena mengabaikannya berarti
menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahasa kebinasaan”.®

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia
membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang
mendidiknya. Dan ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah demikian
ini, karena seorang perempuan telah datang dan mengadukan masalahnya
kepada Rasulullah SAW. Perempuan itu berkata, “saya telah diceraikan oleh
suami saya, dan anak saya akan diceraikan dari saya”, kemudian Rasulullah

SAW bersabda kepada perempuan itu.°
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Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita bertanya: Ya
Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, air
susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuan saya menjadi pelindungnya.
Sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan merasa berhak untuk

"Slamet Abidin & Aminuddin, "Figih Munakahat”,(Bandung: Pustaka setia, 1999), cet-
1, him. 172.

8Sayyid Sabiq, “Figih Sunnah”, Terj;Moh Thalib, VII, (Bandung: Al-Ma’arif, 1990),
him. 160.

Sulaiman Rasjid, “Figih Islam”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet-27,
him. 426.



mengambilnya dariku. Rasulullah SAW bersabda: Kamu yang lebih berhak atas
anakmu selama kamu belum menikah.”( HR. Ahmad dan Abu Daud).*°

Jika perceraian itu terjadi dan telah memperoleh keturunan maka anak
tersebut akan dirugikan. Karena untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman
anak terutama anak dibawah umur maka di Indonesia diberlakukan Undang-
Undang yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap biaya pemeliharaan
anak hadhanah akibat perceraian untuk memberikan perlindungan bagi
kepentingan masa depan anak. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal
41 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai
anak yang belum mumayyiz,'* maka istri lah yang lebih berhak untuk mendidik
dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam
waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum
menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya,
tetapi nafkahnya wajib di pikul oleh bapaknya.'?

Selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk
mengasuhnya, sebab ia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga
karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak
dimiliki oleh bapaknya. Ibu lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya
daripada bapaknya, karena peran ibu sangat penting dalam mengatur
kemaslahatan anak.!® Kalau ibunya itu menikah dengan orang lain sedangkan
anak itu belum mumayyiz, maka bapaknya yang lebih berhak mendidik kalau ia
meminta atau bersedia mendidiknya. Bila bapaknya tidak ada maka yang berhak

mendidiknya adalah bibinya (saudara perempuan ibunya).

OMuhammad Nashiruddin Al-Albani, “Shahih Sunan Abu Daud” Seleksi Hadits
Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam), him. 266.

USayyid Sabiq, “Figih Sunnah”..., him. 241.

12Sylaiman Rasjid, Figih Islam..., him. 472.

13Slamet Abidin & Aminuddin, Figih Munakahat..., him. 172.



Beberapa alasan yang dapat menyebabkan ibu kehilangan hak asuh anak
antara lain, pertama keterlibatan dalam kebiasaan buruk yang merugikan, jika
ibu terlibat dalam kebiasaan seperti pemabuk, pezina atau penjudi yang sulit
disembuhkan, hal ini dapat menjadi alasan bagi pengadilan untuk meragukan
kemampuannya untuk memberikan perawatan yang stabil dan aman bagi anak-
anak. Kedua melanggar peraturan atau kesepakatan, jika ibu telah meninggalkan
pihak lain (suami dan anak) tanpa izin yang sah atau alasan yang diterima, atau
melakukan tindakan yang di luar kemampuannya, hal ini dapat mencerminkan
ketidakstabilan atau kurangnya tanggung jawab yang mendasarinya. Ketiga
hukuman penjara, jika ibu dihukum penjara karena tindakan kriminal atau
pelanggaran hukum serius lainnya, hal ini dapat mengakibatkan kehilangan hak
asuh anak karena Kketidaksanggupan untuk memberikan perawatan dan
pengawasan yang diperlukan bagi anak. Keempat kekerasan atau penganiayaan
berat, jika ibu terlibat dalam tindakan kekerasan atau penganiayaan yang
membahayakan pihak lain, termasuk anak-anaknya, ini dapat menjadi alasan
yang sangat serius untuk kehilangan hak asuh anak. Kelima kemampuan
menjamin keselamatan anak, pengadilan juga dapat mempertimbangkan
kekhawatiran terhadap kemampuan ibu untuk menjamin keselamatan jasmani
dan rohani anak-anaknya. Ini bisa termasuk situasi di mana lingkungan rumah
tangga tidak aman atau ibu tidak mampu memberikan perlindungan yang
memadai bagi anak-anaknya.'*

Dalam semua kasus, keputusan pengadilan untuk mencabut hak asuh ibu
harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan konsisten yang menunjukkan
bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak-anak akan terancam jika hak asuh

tetap diberikan kepada ibu. Proses ini haruslah dilakukan dengan kebijaksanaan

14pytri Nabilah, Suparman, & Andi Maysarah. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh
Anak  Akibat Perceraian  Dikarenakan  Peselingkuhan  (Studi  Kasus  Putusan
N0.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn). Jurnal Penelitian Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Dharmawangsa, Volume 111, Nomor 1, Juli, 2022.



dan keadilan, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai
prioritas utama.

Dari pemaparan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti
perkara hak asuh anak (hadhanah) di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yaitu
putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dimana hak asuh anak jatuh kepada si-
ayah dan berbeda dengan putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna dimana hak
asuh anak jatuh ke si-ibu mengenai penetapan hak asuh anak. Berdasarkan
putusan tersebut saya (penulis) akan menganalisis putusan Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut terkait
hak nafkah dan asuh anak yang jatuh kepada suami dan istri. Untuk itu
penelitian ini oleh penulis diberi judul “Pertimbangan Hakim dalam
Memutuskan Hak Asuh Anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
(Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-
Bna)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok
permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak dalam
Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Putusan  Nomor
421/Pdt.G/2023/MS-Bna?

2. Bagaimana analisis perlindungan anak menurut hukum Islam dan hukum

positif?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang

menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

Analisis dari Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan hak
asuh anak putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Putusan Nomor
421/Pdt.G/2023/MS-Bna.

2. Untuk menganalisis perlindungan anak menurut hukum Islam dan hukum
positif.

D. Kajian Pustaka
Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu

adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang
dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum
ada. Seperti dalam penelitian Faridatul Laila, dalam penelitiannya yang berjudul
“Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang belum
Mumayyiz di Bawah  Asuhan  Ayah  (Studi  Perkara  Nomor
0591/Pdt.G/2013/PA.MIg) menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu
perkara, adakalanya seorang hakim harus memutuskan suatu perkara di luar dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim mempunyai kewenangan
untuk memutuskan perkara dengan lebih mempertimbangkan rasa keadilan,
kepentingan umum dan moralitas yang berkembang dalam masyarakat daripada
hanya memutuskan berdasarkan peraturan yang tertera dalam Undang-Undang.
Hakim adalah seorang pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hal
ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim harus
kedap dari segala campur tangan dan pengaruh kekuasaan ekstra yudusial dan
pengaruh lainnya. Sesungguhnya pada saat-saat tertentu, hakim juga

memerlukan kebebasan dan kemerdekaan dari campur tangan dan pengaruh



undang-undang, dalam praktiknya terkadang itu diperlukan ketika seorang
hakim berhadapan dengan pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum.

Reni Widayanti, dalam skripsinya yang berjudul “Dasar Pertimbangan
Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di
Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus NO 0149.PDT.G/2015/PA.SMG)
memaparkan bahwa putusan yang didapati bahwa hakim dalam memutuskan
hak asuh anak dilihat dari beberapa faktor yang menyangkut dari keadaan
individu yang akan mengasuh anak dengan teliti demi kemaslahatan dan
kepentingan anak. Faktor tersebut yaitu berupa faktor ekonomi yang mana
seorang anak masih membutuhkan biaya pendidikan dan kehidupannya,
kemudian kemampuan untuk mendidik anak dengan baik dan ditinjau dari
kesalahan siapa yang menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian itu. Maka
melihat dari hal itu hakim dapat memutuskan perkara yang ada. Dalam putusan
tersebut jika orang tua yang mendapatkan hak asuh, maka tidak boleh
menghalangi pihak lain untuk bertemu anaknya. Dari pertimbangan hakim
dengan putusan Nomor 0149/Pdt.G/2015/PA.Smg hakim memutuskan bahwa
anak berada dalam asuhan ibu, karena hakim melihat bahwa ayah tidak cakap
mengasuhnya dengan alasan kehidupan ayah tidak baik untuk anaknya.
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, yaitu dalam memutuskan hak asuh
anak hakim melihat beberapa hal di antaranya faktor ekonomi, kemampuan
untuk mendidik anak dan memberi kenyamanan bagi anak, mampu memberikan
kasih sayang seutuhnya ternadap anaknya.’

Sri Haryati, dalam penulisan skripsinya yang berjudul “Landasan Hukum
Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah)

di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017” menjelaskan bahwa

BFaridatul Laila, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah)
yang belum Mumayyiz di Bawah Asuhan Ayah: Studi Perkara Nomor 0591/Ptd. G/2013/PA.
Mlg”, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Reni Widayanti, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak
Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus No 0149. Pdt.
G/2015/Pa. Smg)", Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.
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pertimbangan hukum dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak perlu di
ketahui bahwa kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menghasilkan putusan
yang berkualitas, sehingga hakim Pengadilan Agama Sleman dalam
menyelesaikan perkara berlandaskan pada aturan hukum positif dan hukum
Islam yang berlaku di Negara Indonesia. Namun hakim Pengadilan Agama
Sleman berijtihad bahwasannya perkara hak asuh anak adalah semata-mata
hanya untuk kepentingan anak di masa depan agar terhindar dari kemudaratan.
Berdasarkan data yang didapat dalam skripsi ini, putusan Pengadilan Agama
Sleman pada tahun 2017 terkait perkara hak asuh anak (hadhanah) jatuh ke ibu
100% (seratus persen) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim
Pengadilan.®

Syaban Mubarak, dalam skripsinya dengan judul “Pertimbangan Hakim
dalam Pengambilan Putusan Berkaitan dengan Sengketa Hadhanah”
menyimpulkan bahwa Pertama: Pertama, gambaran pertimbangan hakim dalam
pengambilan putusan berkaitan dengan sengketa hadhanah (kasus 1) anak yang
berumur 7 dan 15 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan maksud Pasal 105
huruf “a” dan “b> Kompilasi Hukum Islam (KHI). Gambaran putusan kasus II
memutuskan untuk anak yang berumur 7 tahun diputuskan kepada ayahnya
sesuai Pasal 156 “1” dan bertujuan untuk mengumpulkan saudaranya. Kedua,
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan
berkaitan dengan sengketa hadhanah kasus I, pertama adalah Fakta di dalam
persidangan, kedua faktor usia anak apakah sudah mumayyiz ataukah belum,
ketiga faktor dari persangkaan hakim bahwa tidak perlu menghadirkan anak
yang sudah mumayyiz dikarenakan hakim menyangka tidak ada permaslahan
ketika tinggal dengan ibu sebagai pengasuhnya. Sedangkan didalam kasus Il

faktor yang paling utama adalah maslahah anak, sampai dimana tingkah laku

18Sri Haryati, “Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara
Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017, Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019.
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dan keadaan anak ketika dijatuhkan kepada salah satu, karena yang berpekara
dari pihak keluarga ibu dan ayah kandung, hakim melihat ke KHI tapi lebih
condong ke maslahah. Adapun faktor lain adalah tentang fakta dilapangan
bahwa pihak keluarga ibu tidak bisa menyakinkan hakim untuk bisa membiayai
kehidupan anaknya.*®

Faisal Masrijal, pada tulisan skripsinya yang berjudul “Hak Asuh Anak
Pasca Perceraian Orang Tua (Analisis terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. Penelitian tersebut memyimpulkan bahwa
hak asuh anak pasca perceraian itu berada dalam asuhan ibu, yaitu ketika anak
masih berada pada usia di bawah 12 tahun. Pelaksanaan putusan Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh terhadap pengasuhan anak dianggap masih bersifat lemah
mengingat setiap putusannya tidak sesuai dengan harapan para pihak tersebut.
Justru setelah putusan berkekuatan hukum tetap, anak tersebut masih diasuh
oleh ayahnya (tergugat). Maka dari itu perlu adanya hukuman berupa sanksi
bagi pihak tergugat yang tidak melaksanakan amar putusan hakim yang
berkekuatan hukum tetap.?°

Nelly Rosita, dalam penulisan skripsinya yang berjudul “Pemberian Hak
Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak yang belum Mumayyiz Pasca Perceraian
(Studi  Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna) menyimpulkan bahwa apabila suami istri yang
bercerai dan mereka sudah memiliki seorang anak yang belum mumayyiz, maka
mengenai hak asuh tersebut haruslah dinyatakan secara tegas dan jelas dalam
suatu putusan agar dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai pemegang hak asuh. Hakim memutuskan demi kepentingan

itu sendiri, dan anak tersebut sudah diasuh oleh ayahnya sejak anak berumur 2,5

%Syaban Husin Mubarak, “Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan
Berkaitan dengan Sengketa Hadhanah” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Antasari
Banjarmasin, 2011.

Faisal Masrijal, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Analisis terhadap
Pelaksanaan Putusan Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh), Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014”.
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tahun sehingga anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya, maka demi menjaga
psikologisnya si anak lebih baik tetap diasuh oleh ayahnya. Menurut peneliti isi
putusan tersebut sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, meskipun di dalam
konsep hukum Islam hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak seorang
ibu. Namun hukum Islam memberikan persyaratan untuk seorang pengasuh.
Dalam putusan tersebut, karena ibu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai
seorang pengasuh, maka Majelis Hakim memberikan hak asuh anak yang belum
mumayyiz kepada ayah kandungnya.?

Sri Yulianti. DKk, dalam penulisan karya ilmiahnya dengan judul
“Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan
Agama Polewali Mandar”. Di dalam karya ilmiah ini memiliki beberapa
kesimpulan, di antaraya, pertama, efektifitas putusan hakim terhadap hak asuh
anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar
No0.195/Pdt.G/2020/PA.Plw terlaksana sudah efektif karena dilaksanakan
dengan baik dan memenuhi syarat yang sesuai dengan putusan Pengadilan
Agama dalam pemenuhan hak asuh anak; kedua, faktor-faktor yang
mempengaruhi putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di
Pengadilan Agama Polewali Mandar, yaitu faktor agama dan faktor materi.
Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan anak atau hak asuh
anak yaitu selain pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim juga melihat
kepentingan-kepentingan anak supaya hak pemeliharaan anak atau hak asuh
anak tepat kepada siapa yang didapatkan.??

M. Hanbali, dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim
dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Kepada Suami di Pengadilan
Agama Kab. Malang Nomor 1285/Pdt.G/2019/PA. Kab. MLG.”. Di dalam karya

2Nelly Rosita, “Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Bagi Anak yang belum
Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.

22Sry Yulianti and Busthami, “Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak Akibat
Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar”, Journal of Phillosophy (JLP), Vol. 1, No. 2,
2020.
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ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa, setiap putusan pengadilan agama
mengandung pertimbangan hukum yang didalamnya tercantum dasar-dasar
hukum atau pemahaman hakim. Dalam perkara 1285/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.,
pertimbangan yang diambil majelis hakim dalam putusan ini yaitu berasal dari:
a) Undang-undang Perlindungan Anak; b) Kompilasi Hukum Islam; c)
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 atau Nomor 1 Tahun 1974; d) Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang; e) Kondisi Tergugat; f)
Keterangan saksi. Putusan pertimbangan majelis hakim paling fundamental
adalah memikirkan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui upaya-upaya majelis
hakim dengan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kehidupan sosial
pemegang hak asuh anak tersebut. Hukum Islam mengedepankan orang-orang
yang akan menjadikan pemegang hak asuh anak adalah orang yang bertanggung
jawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai hadin. Meskipun ibu adalah orang
yang lebih berhak dalam pengasuhan anak yang belum mumayyiz, tetapi apabila
tidak bisa bertanggung jawab maka hak asuh dapat diberikan kepada suami
untuk kepentingan anak.?

Dari beberapa penelitian di atas sebagian besar telah memaparkan
faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus hak asuh anak secara khusus.
Akan tetapi belumada yang membahas apa yang menjadi alasan perkara hak
asuh anak (hadhanah) di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yaitu Putusan
Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna mengenai
penetapan hak asuh anak. Berdasarkan putusan tersebut saya (penulis) akan
menganalisis putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan pertimbangan
hakim dalam memutus perkara tersebut terkait hak nafkah dan asuh anak yang

jatuh kepada suami dan istri.

ZHanbali, M., “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Kepada Suami di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1285/Pdt. G/2019/Pa. Kab. Mlg”,
Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan, Vol. 2, No. 1, 2020.
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E. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari

kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam judul
skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu :
1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting
dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang
mengandung suatu keadilan dan mengandung kepastian hukum. Selain itu
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga
pertimbangan hakim tersebut dapat disikapi dengan baik, teliti, serta cermat.
Apabila suatu pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik ataupun cermat,
maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan Hukum Hakim dapat digunakan dalam dua arti di
antaranya dalam arti luas dan arti sempit.?* Dalam arti luas yaitu,
pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan proses psikologis yang
dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya,
sementara pertimbangan hukum hakim dalam arti sempit yaitu berkaitan
dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, artinya menyangkut
kajian logika dari suatu putusan tersebut, yaitu hubungan antara
pertimbangan dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang
mendukung putusan hakim tersebut.

2. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain:

Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan

anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan yang baik dan

“Maydini, “Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kasus Perceraian Akibat Poligami
yang Tidak Adil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:
4462/Pdt.G/2018/Pa.Js)", Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2020, hlm. 14.
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buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya sendiri). Hadhanah menurut
bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan,
karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya,
seakan-akan saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya sehingga
hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: “Pendidikan dan pemeliharaan
anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang
dilakukan oleh kerabat anak itu.?®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asuh, mengasuh,
yaitu menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu,
melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (tentang orang atau
negeri), memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan
kelembagaan.?® Menurut para ulama fikih, Hadhanah merupakan tindakan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan
atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu untuk
menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan
merusaknya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya agar mampu berdiri
sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.
3. Mahkamah Syar’iyah

Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di
Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada
tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah
Syar'iyah Aceh adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain

25Sohari Sahrani, Fikih Munahakat, Cet-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 215.
2Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. (Jakarta: Eska Media,
2003), him. 97.
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yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan
Syari‘at Islam yang ditetapkan dalam Qanun:

a. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal
49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan;

2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam;

3. Wakaf dan sedekah;

b. Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas,
adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur
dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan
yang berlaku.

c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas,
adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi
ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian
masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta
peninggalan tersebut.

Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-udang
Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan
terhadap Mahkamah Syar’iyah untuk memeriksa, memutus dan
menyelsaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding:

a. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah;
b. Mu’amalah;
c. Jinayah;
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Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara
bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan Kketersedian

sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

F. Metode Penelitian
Sesuai dengan topik pembahasan dari skripsi ini, maka metode yang

digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris
karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara
pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur
empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang
berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-
Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum
normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang
diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto?’ dalam masyarakat, sehingga
dalam penelitiannya selalu terdengar gabungan dua tahap kajian, yaitu:
1. Tahapan pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat
diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumentasi hukum. Hasil
penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan
hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.
Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum
normatif empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.?® Pendekatan
tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan lebih khusus berkaitan dengan

2"Teguh Prasetyo, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,
2007), him. 47. Yang di maksud dengan in concreto adalah peraturan hukum yang berlaku
pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi
dalam masyarakat. Hukum in concreto hanya belaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja.

ZAbdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti , 2004), him. 52.
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Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam Putusan Nomor
272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna tentang hak asuh
anak. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui studi
kepustakaan dan wawancara guna memastikan tingkat relevansi bahan hukum
yang dikumpulkan dan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Metode ini
digunakan untuk memberikan suatu jaminan terhadap data yang digunakan.?®
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Kualitatif, yaitu penelitian yang
mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-
Undangan.*® Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik,
dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah.>!
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut
normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan
penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya
penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif empiris diterapkan
pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum
normatif (Undang-Undang/Qanun) dalam aksinya pada setiap peristiwa
hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan

yang telah ditentukan.

2peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009),
him. 141.

%0 Ibid..., him.8

3lLexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja. Rosdakarya,
2006), him. 6.
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3. Sumber data
Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua
macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis
yakni:
1) Data primer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari
sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa
opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi
terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.
Data primer yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah data
hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Hakim Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh
2) Data sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara. Data
sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah
tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak
dipublikasikan.®? Data sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian
ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, kajian fikih, buku ilmu hukum,
jurnal hukum, kamus hukum, media cetak maupun elektronik, skripsi,
tesis, dan ensiklopedia. Bahan hukum dari pengumpulan data sekunder
dapat diklarifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan)
atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan
(kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan

%2Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti , 2004), him. 82.
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hukum primer yang penulis pergunakan adalah Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta
Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum,
jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).
Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan adalah buku yang
mengenai hak asuh anak (hadhanah), jurnal, artikel, skripsi, dan tesis.
c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
(Undang-Undang, buku Fikih, Surat Keputusan, kamus hukum, dan
ensiklopedia).®* Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah
kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini
penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan
mengkaji dan meneliti data-data tersebut selanjutnya dipilah-pilah
serta dianalisi untuk dijadikan bahan laporan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah
sebagai berikut:
a. Studi dokumentasi, vyaitu penelitian yang dilakukan di
perpustakaan-perpustakaan, arsip, dan lain-lain. Studi dokumentasi
ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang

berkaitan erat dengan aspek-aspek permasalahan, mengambil data,

BAmiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), him. 12.
3 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode..., him. 13.
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meneliti, dan mengkaji literatur. Atau buku-buku rujukan tentang
perkawinan dan perceraian, maupun sumber-sumber lain yang
menunjang serta mempermudah penelitian ini.

b. Wawancara (interview), yaitu percakapan dengan maksud tertentu
yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai membenarkan jawaban atau
pertanyaan itu.

Setelah mengumpulkan data berupa teori dan fakta di lapangan, dalam
hal ini, penulis mengadakan wawancara bebas terpimpin terhadap hakim
yang menangani kasus cerai gugat serta orang yang berperkara cerai gugat
yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai
pedoman, tetapi disesuaikan dengan situasi wawancara.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah
selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik
penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan
melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang
diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang
sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (editing),
penyusunan (recontructing), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan
sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah
(sistematizing).*
6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis
kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan
dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan

pengetahuan.

35Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum ..., him. 115-116.
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7. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan
penelitian ini penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi,
yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan

skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca
dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis
menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana
setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Dalam bab satu merupakan Pendahuluan, dan selanjutnya terdapat
subbab terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, penjelasan istilah, kajian
pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul
dengan pertimbangan hakim dan hak asuh anak yang meliputi pertimbangan
hukum hakim, perlindungan anak, hak asuh anak (hadhanah), dan pertimbangan
hakim dalam hak asuh anak.

Bab tiga memuat tentang hasil penelitian diberi judul dengan
Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi profil
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pertimbangan hakim dalam penetapan
Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna,
dan analisis perlindungan anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab keempat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis
mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan

mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.
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